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ABSTRAK 

 

Skripsi ini berjudul “Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Bersyarat 

kepada Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana” Dalam penelitian ini penulis, meneliti 

apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam memberikan pidana bersyarat kepada 

anak pelaku tindak pidana serta bagaimana regulasi di Indonesia mengatur 

mengenai pidana bersyarat kepada anak sebagai pelaku tindak pidana, peneliti 

menggunakan metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan 

pendekatan kasus. Dalam putusan No.5/Pid.sus-Anak/2023/PN Tjb dan putusan No. 

8/Pid.sus-Anak/2021/PN Slr hakim  melihat regulasi yang berlaku serta melihat 

latar belakang anak dan bagaimana anak menyikapi masalah yang dihadapinya 

selama persidangan berlangsung. Pidana bersyarat secara umum diatur dalam pasal 

14a-14f KUHP, dalam kasus anak diatur dalam Pasal 71-73 Undang-undang No.11 

Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan regulasi yang terdapat pada Undang-undang No. 11 Tahun 2012 

dikarenakan putusan yang penulis teliti merupakan kasus anak yang dibawah umur. 

Kata Kunci: Pidana bersyarat, Pertimbangan hakim, anak, Tindak pidana  

Pembimbing Utama Pembimbing Pembantu 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pengertian anak dapat dikatakan sebagai seseorang yang belum menginjak 

usia 18   (Delapan belas) tahun, termasuk juga anak yang belum lahir atau anak 

dalam kandungan. Anak tidak dapat dipisahkan dari kelangsungan hidup 

manusia serta bangsa dan negara. Setiap anak memiliki hak untuk dapat tumbuh 

dan berkembang dengan maksimal baik secara fisik, psikis dan sosial, agar 

dimasa yang akan datang anak bisa bertanggung jawab dalam kelangsungan 

bangsa dan negara. Maka dari itu, anak perlu diberikan jaminan pemenuhan hak-

hak tanpa adanya perlakuan diskriminatif.1 

ABH atau yang disebut Anak yang Berkonflik dengan Hukum yaitu anak 

yang disangka atau juga anak yang dituduh telah melakukan pelanggaran 

terhadap undang-undang hukum pidana.2 Adapun beberapa faktor-faktor yang 

menyebabkan anak terjerumus dalam kenakalan seperti kurangnya kontrol 

dalam diri, krisis identitas serta faktor lingkungan dimana anak tinggal. Pada 

dasarnya dalam sehari-hari anak melihat dan mencontoh apa yang terjadi pada 

lingkungannya, maka perilaku ini dapat menjadi penyebab kenakalan pada anak.  

 
1 M.Aidil, ”Penerapan Restorative Justice Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana 

Asusila Dalam Perspektif Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang –Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak”, Jurnal Ilmu Hukum Vol 3, 

No. 1  (2020), hlm.149. 
2 Fitri Nuryanti Sahlan, Budhi Wibhawa, dan Maulana Irfan, “Bimbingan Anak Berkonflik 

dengan Hukum oleh Balai Pemasyarakatan Bandung di Tinjau dari Relasi Pertolongan”, Jurnal 

prosiding penelitian & pengabdian kepada masyarakat Vol 3, No. 3 (2016), hlm 311. 
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Tabel 1.1 Data ABH yang Ditangani Polri Periode 2017-2022 

Tahun Jumlah 

Laporan 

Polisi (LP) 

 Jumlah ABH  

  Anak Korban Anak Pelaku Anak Saksi 

2017 3.964 3.950 3.158 4.730 

2018 9.387 9.226 7.820 4.472 

2019 6.963 6.390 5.129 6286 

2020 8.914 7.995 4.873 6.948 

2021 6.204 4.980 5.237 4.243 

2022 5.588 5.143 4.050 7.465 

 

(Sumber: Bareskrim Polri, 2017-2022 atau Laporan SPPA 2017-2022) 

 

 Tabel diatas merupakan data jumlah ABH yang ditangani oleh Polri pada 

tahun 2017- 2022. Pada tahun 2022 terdapat (5.588) laporan polisi yang masuk 

dengan rincian anak korban sebanyak (5.143), anak pelaku sebanyak (4.050) dan 

anak saksi sebanyak (7.465), jika dibandingkan dengan tahun 2021 terdapat 

kenaikan dari jumlah anak korban (4.980 menjadi 5.143) sedangkan jumlah anak 

pelaku menurun (5.237 menjadi 4.050).3 

Kartini Kartono berpendapat bahwa Juvenile Deliquency merupakan perilaku 

jahat (delusia), atau kejahatan/ kenakalan anak-anak muda merupakan gejala 

sakit (patologis) secara sosial yang disebabkan oleh pengabaian sosial. Kerugian 

akibat tindak pidana yang dilakukan oleh anak juga berdampak bukan hanya ke 

dirinya sendiri melainkan juga berdampak kepada orang lain. Anak yang 

berhadapan dengan pidana akan ditangani pada Peradilan Anak yang khusus 

 
3 “Laporan Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak Tahun 2022 Pusat”, diakses 

melalui https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/5a14b-laporan-pelaksanaan-sppa-pusat-

tahun-2022.pdf pada 2 November 2023 pukul 19.16. 

https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/5a14b-laporan-pelaksanaan-sppa-pusat-tahun-2022.pdf
https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/5a14b-laporan-pelaksanaan-sppa-pusat-tahun-2022.pdf
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untuk menangani perkara tindak pidana anak. Tujuan dari adanya Sistem 

Peradilan Pidana Anak yaitu sebagai lembaga yang dapat menanggulangi 

kenalan anak serta sebagai wadah untuk mendukung kesejahteraan anak pelaku 

tindak pidana di masa yang akan datang.4 

Penjatuhan pemidanaan harus memiliki tujuan tertentu, sama halnya dengan 

penjatuhan pidana terhadap Anak Pelaku tindak pidana. Pemidanaan yang 

dijatuhkan kepada anak dapat dijalankan dengan melihat perilaku anak agar 

dapat diupayakan anak tersebut bisa memperbaiki sikap dan perilakunya dan 

dapat menjadi pribadi yang bertanggung jawab dimasa yang akan datang. Hal 

ini juga yang menjadi dasar dibuatnya peraturan khusus penyelesaian perkara 

pidana yang dilakukan oleh anak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. 

Dalam menjalankan proses peradilan pidana anak, seperti penyidikan, 

penuntutan, pengadilan serta dalam melaksanakan putusan pengadilan di 

Lembaga Pemasyarakatan Anak seluruh prosesnya harus dilaksanakan oleh 

pejabat khusus yang mengetahui tentang permasalahan anak yang melakukan 

tindak pidana. Selama proses peradilan berlangsung walaupun anak tersebut 

melakukan tindak pidana namun harkat dan martabat anak masih dijunjung 

tinggi tanpa membuat nilai kemanusiaan anak menjadi rendah.5 

Penjatuhan pidana yang dilakukan terhadap anak merupakan cara terakhir 

yang dapat dilakukan, seperti bunyi dari asas ultimum redium yang artinya 

 
4 Kartini Kartono, Kenakalan Remaja, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017) hlm. 68. 
5  Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, Sistem Peradilan Pidana Anak, 

(Yogyakarta: Pustaka Yustisia ,2015), hlm. 25 
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sanksi hukuman pidana dapat dilakukan jika sanksi lain sudah tidak dapat 

dilakukan atau sudah tidak berdaya.6 Pada Pasal 69 Ayat (2) Undang-Undang 

Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa bagi anak yang belum 

berusia 14 (empat belas) tahun maka hanya dapat dikenai tindakan.  Pada Pasal 

82 menyebutkan bahwa tindakan yang dapat dikenakan kepada anak meliputi:7 

a. Pengembalian kepada orang tua/ Wali 

b. Penyerahan kepada seseorang 

c. Perawatan di rumah sakit jiwa 

d. Perawatan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) 

e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/ atau pelatihan yang 

diadakan oleh pemerintah atau badan swasta 

f. Pencabutan surat izin mengemudi dan/ atau 

g. Perbaikan akibat tindak pidana  

Pasal 71 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan 

bahwa sanksi pidana anak terbagi menjadi 2 yaitu pidana pokok dan pidana 

tambahan yang terdiri dari : 

1. Pidana Pokok 

a. Pidana peringatan 

b. Pidana dengan syarat : 

1) Pembinaan di luar lembaga 

 
6 Hadi Supeno, Kriminalisasi Anak , (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm 197. 
7 Bayu Aji Kusuma Widjaya, “Kajian Yuridis Putusan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana 

Penjara Pada Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan”, Jurnal Dinamika 

Hukum, Vol 14, No. 2 (2023), hlm 73. 
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2) Pelayanan masyarakat atau 

3) Pengawasan 

c. Pelatihan kerja 

d. Pembinaan dalam lembaga; dan 

e. Penjara. 

2. Pidana tambahan 

a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau 

b. Pemenuhan kewajiban adat. 

Hakim dapat menjatuhkan pidana bersyarat dengan melihat pada pasal yang 

telah tercantum yaitu pada Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan bahwa “pidana 

dengan syarat dapat dijatuhkan oleh Hakim dalam hal pidana penjara yang 

dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun.”  Tina Asmarawati menyatakan bahwa 

pidana bersyarat merupakan suatu eksekusi dari pidana yang dijatuhkan oleh 

hakim yang mana pelaksanaannya digantungkan terhadap suatu syarat tertentu.8 

Terdapat dua syarat dalam menentukan pidana bersyarat yaitu adanya syarat 

khusus dan syarat umum, yang mana syarat khusus yaitu untuk melakukan atau 

tidak melakukan hal tertentu yang telah ditetapkan dalam putusan hakim 

sedangkan syarat umum yaitu anak tidak mengulangi tindakan pidana selama 

masa pidana bersyarat berlangsung. Dalam melakukan pemeriksaan serta 

 
8  Bagus Sujatmiko, Milda Istiqomah, “Mendorong Penerapan Pidana Bersyarat pasca 

Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020/Sebagai 

Alternatif Keadilan Resporatif,”  Jurnal Bina Mulia Hukum, Vol 7 No. 1 (2022), hlm 50. 
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penetapan pidana anak yang melakukan tindak pidana hakim harus menetapkan 

asas kepentingan terbaik bagi anak.9 

Adanya lembaga pidana bersyarat merupakan suatu pemikiran bahwa tidak 

semua penjahat harus dimasukkan ke penjara, khususnya bagi seseorang yang 

melakukan pelanggaran pertama kali, demi mencegah adanya pengaruh 

lingkungan masyarakat narapidana tersebut diberikan kesempatan untuk dapat 

memperbaiki diri di luar dari penjara.10 

Berikut beberapa putusan pengadilan yang memvonis pelaku anak dengan 

pidana bersyarat : 

Tabel 1.2 Putusan Pidana Beryarat. 

No. No. Putusan Pasal Vonis 

1. Putusan 

No.5/Pid.sus-

anak/2023/PN Tjb 

Tindak pidana dengan 

terang- terangan 

menggunakan 

kekerasan terhadap 

orang yang 

mengakibatkan luka 

berat. Dijatuhkan Pasal 

170 ayat (2) KUHP, 

Menjatuhkan pidana 

penjara 6 (enam) bulan 

serta pidana tersebut 

tidak perlu dijalani 

kecuali anak melakukan 

tindak pidana lain 

sebelum masa 

percobaan 1 (satu) 

 
9  Adia Nugraha, “Penjatuhan Pidana Bersyarat Terhadap Pelaku Tindak Pidana 

Penganiayaan”, Jurnal Fiat Justisia, Vol 10 No.1 (2016), hlm 38. 
10  Sapto Handoyo, “Pelaksanaan Pidana Bersyarat dalam Sistem Pemidanaan di 

Indonesia”, Jurnal Pakuan Law Review, Vol 4 No. 1 (2018), hlm 26. 
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Pasal 73 Undang- 

Undang No. 11 Tahun 

2012 tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak. 

tahun selesai, dengan 

syarat umum : tidak 

boleh melakukan tindak 

pidana selama masa 

percobaan, dan syarat 

khusus : dilarang keluar 

pada malam hari diatas 

jam 22.00 WIB tanpa 

didampingi orang tua/ 

wali selama 1 (satu) 

tahun 6 (enam) bulan. 

2. Putusan 

No.8/Pid.sus-

anak/2021/PN Slr 

Tindak pidana dengan 

secara terang-terangan 

menggunakan 

kekerasan terhadap 

orang. Dijatuhkan pasal 

170 ayat (1) KUHP, 

Pasal 71 ayat (1) huruf 

b ke (2) Undang- 

Undang No. 11 tahun 

2012 tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak. 

Menjatuhkan pidana 

kepada anak dengan 

pidana bersyarat 

pelayanan masyarakat 

dengan kewajiban 

melaksanakan kerja 

bakti pada lingkungan 

Desa Balang Butung 

selama 1 (satu) bulan 

yang dijalankan setiap 

hari minggu dan/ atau 

pada hari libur sekolah 
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selama lebih dari 5 

(lima) jam di setiap 

pelaksanaannya. 

 

 Berdasarkan tabel tersebut maka dapat disimpulkan bahwa dalam 

menjatuhkan pidana bersyarat terhadap anak hakim menggunakan pasal 71 dan 

73 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana 

Anak. Dari beberapa putusan yang telah diuraikan tersebut penulis ingin meneliti 

apa yang menjadi alasan hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat terhadap 

anak sebagai pelaku tindak pidana. Vonis pidana bersyarat yang diberikan oleh 

hakim terhadap anak rata-rata yaitu anak tidak boleh melakukan dan mengulangi 

tindak pidana dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh hakim, serta anak 

harus mengikuti program pembimbingan di tempat yang telah ditentukan. 

 Dari penjelasan diatas maka dapat diketahui bahwa dalam memutuskan 

anak dapat dijatuhi pidana bersyarat hakim harus memperhatikan alasan-alasan 

pemberat dan peringan dalam kasus tersebut. Terdapat beberapa faktor yang 

dapat dijadikan alasan sebagai anak dijatuhi pidana bersyarat, maka dari itu 

penulis memilih beberapa putusan pidana bersyarat terhadap anak yang akan 

dianalisis dan melihat apa saja yang menjadi faktor pertimbangan hakim dalam 

menjatuhkan putusan sehingga anak pelaku dapat dijatuhi pidana bersyarat.  

Maka dari itu, berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan di atas, penulis 

tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai bagaimana pertimbangan hakim 
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dalam menjatuhkan pidana bersyarat kepada anak serta penulis mengangkat 

skripsi dengan judul “PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN 

PIDANA BERSYARAT KEPADA ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK 

PIDANA”. 

B. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah : 

1. Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menentukan apakah anak 

dapat dijatuhi pidana bersyarat? 

2. Bagaimana regulasi di Indonesia mengatur mengenai penjatuhan pidana 

bersyarat kepada anak sebagai pelaku tindak pidana? 

C. Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Menganalisis dasar pertimbangan dari hakim dalam menjatuhkan 

pidana bersyarat pada anak. 

2. Menganalisis regulasi yang mengatur tindak pidana bersyarat pada anak 

di Indonesia 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat umum yang diharapkan penulis dalam penelitian ini, yaitu : 

1. Manfaat Teoritis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai 

penerapan pidana bersyarat pada anak. 
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b. Dapat memberikan kontribusi serta manfaat dalam perkembangan 

ilmu hukum yang khususnya hukum pidana anak di Indonesia. 

2. Manfaat Praktis 

Sementara manfaat praktis dalam penelitian ini diharapkan dapat 

memiliki manfaat sebagai berikut : 

a. Dapat memberikan kontribusi kepustakaan kepada mahasiswa dan 

masyarakat mengenai pidana bersyarat. 

b. Menambah pengalaman penulis serta menjadi sarana pembelajaran 

dalam melakukan penelitian. 

E. Kerangka Teori 

1. Teori Pertimbangan Hakim  

Pertimbangan Hakim atau yang bisa dikenal dengan Considerans 

menurut Wiryono Kusumo merupakan dasar putusan atau argument 

yang diberikan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan dalam suatu 

persidangan. 11  Salah satu aspek dalam pertimbangan hakim untuk 

menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang 

mengandung keadilan (ex aequo et bono) serta mengandung kepastian 

hukum, dan juga terdapat manfaat bagi seluruh pihak yang 

bersangkutan maka dari itu pertimbangan hakim harus dilakukan 

dengan baik, teliti dan juga cermat. Jika dalam pertimbangan hakim 

tidak dilakukan dengan baik, teliti dan cermat maka pertimbangan 

 
11 S.M Amin,Hukum Acara Pengadilan Negeri Jakarta (Jakarta: Pradnya Paramita, 2009), 

hlm 41. 
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hakim tersebut dapat dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/ Mahkamah 

Agung.12 

Mackenzie berpendapat bahwa terdapat beberapa teori yang dapat 

digunakan hakim dalam memutuskan suatu perkara yaitu :13 

a. Teori Keseimbangan 

Dalam hal ini, yang dimaksud dengan keseimbangan yaitu antara 

syarat yang telah ditentukan undang-undang dan kepentingan pihak 

yang terlibat dalam suatu perkara, hal ini seperti termasuk 

kepentingan masyarakat dan kepentingan terdakwa. 

b. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi  

 Penjatuhan putusan merupakan kewenangan hakim, dalam 

penjatuhan putusan hakim dapat menyesuaikan keadaan pidana 

yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana. Penggunaan 

pendekatan seni lebih ditentukan oleh intuisi daripada pengetahuan 

dari hakim. 

c. Teori Pendekatan Keilmuan 

Teori pendekatan keilmuan menjelaskan bahwa dalam menentukan 

penjatuhan pidana harus dilakukan secara hati-hati dan sistematik 

terutama dalam kaitannya pada putusan terdahulu untuk menjamin 

konsistensi dari putusan hakim. 

 
12  Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, Cet V 

(Yogyakarta :Pustaka Pelajar, 2004), hlm 140. 
13 Ahmad Rifai, Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif, (Jakarta: 

Sinar Grafika, 2011), hlm. 105-110. 
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d. Teori Pendekatan Pengalaman 

Dalam teori ini menyatakan bahwa pengalaman seorang hakim 

dapat membantu dalam menghadapi sebuah perkara, dengan adanya 

pengalaman hakim maka dapat mengetahui dampak dari suatu 

putusan pidana terhadap pelaku, korban maupun masyarakat. 

e. Teori Ratio Decidendi 

Teori ini dilandasi oleh landasan filsafat yang mendasar dengan 

mempertimbangkan segala perspektif yang berhubungan dengan 

pokok perkara yang disengketakan, kemudian mencari peraturan 

perundang-undangan yang relevan dengan perkara yang sedang 

disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan, 

putusan hakim harus didasari atas motivasi untuk menegakkan 

hukum serta memberikan keadilan bagi para pihak. 

f. Teori Kebijaksanaan  

Teori ini sebenarnya berkenaan dengan putusan hakim dalam 

perkara pidana anak, yang mana dalam aspek ini menekankan bahwa 

pemerintah, lingkungan, masyarakat, keluarga, orang tua, ikut andil 

dalam mendidik, membimbing, membina serta melindungi anak 

agar dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, dan bangsa. 

Teori pertimbangan hakim dipakai untuk menjawab rumusan 

masalah nomor 1 (satu) dalam penulisan ini yaitu terkait dengan apa 

teori yang biasanya digunakan oleh hakim dalam menentukan 

apakah anak dapat dijatuhi putusan pidana bersyarat atau tidak. 
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2. Teori Pemidanaan  

Herbert L Packer mengatakan bahwa terdapat 2 pandangan 

konseptual yang masing-masing terdapat implikasi moral yang berbeda 

antar satu dengan yang lainnya, yaitu pandangan retributif serta 

pandangan utilitarian.14 

1. Teori Pembalasan ( Retributive View) 

Teori absolut atau Teori pembalasan menyatakan bahwa setiap 

kejahatan harus dihukum pidana tanpa adanya tawar menawar. 

Seseorang dapat dijatuhkan pidana karena telah berbuat kejahatan15 

tujuan dari pembalasan yang dilakukan oleh negara yaitu untuk 

membuat penjahat merasa menderita akibat dari perbuatannya 

sendiri.  

2. Teori Tujuan (Utilitarian View) 

Teori tujuan berprinsip bahwa penjatuhan dan pelaksanaan yang 

dilakukan berdasarkan teori ini harus berpusat terhadap upaya 

pencegahan serta memperbaiki sikap dan tingkah laku terpidana. 

Tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk pembalasan atas kesalahan 

yang telah dilakukan oleh pelaku melainkan sebagai sarana dalam  

melindungi masyarakat menuju kesejahteraan.16 

 
14 Syarif Saddam Rivanie, et al, “Perkembangan Teori-Teori tujuan Pemidanaan”,  Jurnal 

Halu Oleo Law Review Vol 6, No 2, hlm 179. 
15 Wirjono Prodjodikoro, Hukum Penintensier di Indonesia (Yogyakarta : Liberty, 2008) 

hlm 47. 
16 Zainal Abidin, Hukum Pidana I,( Jakarta : Sinar Grafika, 2007) hlm. 11. 
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 Teori Pemidanaan digunakan untuk menjawab rumusan 

masalah nomor 2 (dua) yaitu terkait bagaimana penjatuhan pidana 

terhadap pelaku pidana bersyarat, bagaimana pengaturan mengenai 

pidana tersebut di Indonesia. 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang penulis gunakan untuk menjawab permasalahan 

yang ada dalam penulisan skripsi ini yaitu dengan menggunakan penelitian 

kualitatif secara normatif. Penelitian normatif yaitu penelitian hukum 

doktrinal, yang mana dilakukan mencari jawaban yang tepat dengan 

mencari bukti-bukti kebenaran yang dicari.17 

2. Pendekatan Penelitian 

a. Pendekatan perundang-undangan (Statue Approach) 

 Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan dengan cara mengkaji 

undang-undang serta peraturan yang berkaitan dengan isu hukum yang 

sedang diteliti.18 Kajian yang dilakukan dalam undang-undang dapat berupa 

pasal atau asas yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan 

tersebut. 

 
17 Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji “Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan 

Singkat”, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm13. 
18 Bachtiar, Metode Penelitian Hukum, (Tangerang Selatan, UNPAM Press, 2018), hlm. 

82. 



15 
 

 
 

 

b. Pendekatan Kasus (Case Approach) 

Pendekatan kasus ini dilakukan dengan cara menganalisis kasus-kasus 

yang relevan terhadap isu hukum yang sedang diteliti yang telah menjadi 

putusan pengadilan serta memiliki kekuatan hukum yang tetap.19 

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum 

Sumber bahan penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

a. Bahan hukum primer 

Peraturan perundang-undangan dalam penelitian ini yaitu : 

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 

Pidana Anak. 

2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan 

Anak. 

3. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 

Kehakiman. 

4. Putusan No.5/Pid.sus-anak/2023/PN Tjb 

5. Putusan No.8/Pid.sus-anak/2021/ PN Slr 

 

 

 
19 Dr, Muhaimin,S.H.,M.Hum, Metode Penelitian Hukum, (NTB: Mataram University 

Press, 2020), hlm. 54 
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b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini 

yaitu jurnal, buku-buku yang berisikan materi sistem peradilan 

anak serta internet dan sebagainya. 

 

c. Bahan Hukum Tersier 

 bbBahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang 

memberikan penjelasan pelengkap mengenai bahan hukum primer 

dan sekunder seperti kamus hukum dan kamus besar bahasa 

Indonesia (KBBI). 

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

 Pengumpulan bahan hukum yang dilakukan penulis dalam 

melakukan penelitian ini yaitu dengan menggunakan studi kepustakaan. 

Yang mana studi kepustakaan merupakan pengumpulan bahan hukum 

yang berasal dari peraturan perundang-undangan, putusan hakim serta 

literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam 

penelitian.20  Yang mana peneliti mencari data yang berkaitan dengan 

pidana bersyarat, serta undang-undang dan buku yang dapat memantu 

dalam mencari jawaban dalam penelitian ini. 

 
20 Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Hukum (Bandung: Mandar Jaya,2008), hlm 

96. 
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5. Teknik Analisis Bahan Data 

Penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif yang mana 

teknik ini menggunakan cara penafsiran terhadap bahan-bahan hukum 

yang berupa penjelasan atau pendeskripsian dalam pokok bahasan yang 

dapat memperoleh kesimpulan dalam permasalahan yang ada dalam 

penelitian skripsi ini.21  

6. Teknik Penarikan Kesimpulan  

Teknik penarikan kesimpulan yang digunakan dalam melakukan 

penelitian ini yaitu dengan menggunakan teknik induktif yang mana teknik 

ini merupakan teknik penarikan kesimpulan yang diawali dengan 

pernyataan khusus lalu diakhiri dengan penarikan kesimpulan yang bersifat 

umum.22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
21 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum,(Jakarta: Sinar Grafika,2014), hlm. 177. 

 
22 Bambang Sugono, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2007) 

hlm. 10. 
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